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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  :  a.  bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang 

memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan 

perikehidupan manusia serta mahkluk hidup lainnya, 

sehingga harus dijaga kualitasnya untuk kepentingan 

generasi sekarang dan yang akan datang serta 

keseimbangan ekosistem; 

b. bahwa untuk menjaga kualitas air, perlu dilakukan 

upaya pengendalian Pencemaran Air dengan pembatasan 

pembuangan Air Limbah melalui instrument perizinan; 

c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan 

yang efektif, efisien, dan transparan kepada pelaku usaha 

guna mendukung kelancaran dan kecepatan di bidang 

perizinan, perlu menerapkan sistem pelayanan perizinan 

berusaha terintegrasi secara elektronik; 

d. bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 
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Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria 

Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik 

Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, 

perlu dijabarkan lebih lanjut mengenai tata cara 

perizinan bidang pembuangan Air Limbah yang 

terintegrasi melalui pelayanan perizinan berusaha 

terintegrasi secara elektronik; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan Air 

Limbah Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara Elektronik; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang 

Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3816; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang 

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran 

Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 153); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin 

Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5285); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6215); 
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6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 17); 

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 713); 

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang 

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan 

Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PERIZINAN 

PEMBUANGAN AIR LIMBAH MELALUI PELAYANAN 

PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA 

ELEKTRONIK. 

 

Pasal 1  

 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau 

Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS 

adalah Perizinan Berusaha yang diberikan 

menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali 

kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang 

terintegrasi. 

2. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan 

yang melakukan kegiatan usaha pada bidang tertentu. 

3. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB 

adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh 

Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan 

Pendaftaran. 
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4. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang 

selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga 

pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman 

modal. 

5. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk 

memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin 

Komersial atau Operasional. 

6. Izin Pembuangan Air Limbah adalah izin yang diberikan 

kepada setiap usaha dan/atau kegiatan untuk 

melakukan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air 

Limbah ke media lingkungan.  

7. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap 

orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang 

wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat 

untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 

8. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau 

kegiatan yang berwujud cair. 

9. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya 

disingkat IPAL adalah sebuah infrastuktur yang 

dirancang untuk mengelola Air Limbah secara fisika, 

kimia dan/atau biologi sehingga memenuhi Baku Mutu 

Air Limbah. 

10. Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah 

bak alami maupun buatan yang mempunyai tabiat 

hidrologikal, wujud/fisik, kimiawi, dan hayati yang dapat 

dimanfaatkan untuk suatu/beberapa keperluan/ 

kegunaan, termasuk dalam pengertian ini cekungan air 

tanah, sungai, rawa dan danau. 

11. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan 

kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait 

padanya yang batas dan sistemnya ditentukan 

berdasarkan aspek fungsi. 

12. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar 

unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang 

ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan 

dibuang atau dilepas ke dalam Badan Air atau laut dari 
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suatu usaha dan/atau kegiatan. 

13. Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannya 

makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke 

dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui 

baku mutu Air Limbah yang telah ditetapkan. 

14. Mutu Air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan 

atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan 

metoda tertentu berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

15. Status Mutu Air adalah tingkat kondisi mutu air yang 

menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada 

suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan 

membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan. 

16. Kelas Air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih 

layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu. 

17. Titik Pembuangan adalah lokasi dikeluarkannya Air 

Limbah secara permanen yang ditentukan berdasarkan 

koordinat dan jarak dari instalasi proses produksi suatu 

industri. 

18. Titik Asupan adalah titik pengambilan air baku untuk 

proses produksi suatu industri. 

19. Pencemaran Laut adalah masuk atau dimasukkannya 

makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke 

dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga 

kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang 

menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan 

baku mutu dan/atau fungsinya. 

20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup. 

21. Direktur Jenderal adalah Eselon I yang diserahi tugas 

dan tanggung jawab bidang pengendalian Pencemaran 

Air. 

 

Pasal 2  

Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan: 

a. pembuangan Air Limbah ke laut; 
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